
SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR

47 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH PRQV1NS1 SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubcmur Sumatera Utara

Nomor 47 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengart
Peraturan Gubemur Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2020

teiah ditetapkan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provtnsr Sumatera Utara Tahun Anggaran

2020;

b. bahwa herdasarkan Diktum KESATU fnstmksi FTesiden
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang

Refocussing kegiatan, Realokast Anggaran, serta Pengadaan
Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), menyatakan bahwa
mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada
untuk kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19} (Refocussing kegiatan,
dan realokasi anggaran) deng^n meng^cu kepada protokol
penanganan Corona Vims Disease 2019 (COVID-19) di
Kementerian/Lembaga/Pemerintab Daerah dan rencana
operational percepatan penanganan Corona Virus Disease
2019 (COVID-19} yang ditetapkan oleh Gugus Tugas
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-
m
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c* bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf a Peraturan

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun

2020 ten tang Percepatan Penanganan Corona Wn/s Disease
2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang menyatakan

bahwa dalam hal Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi,

Pemerintah Daerah menggunakan dana dari hasil

penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya

serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran

berjalan dan/atau memanfaatkan uang kasyang tersedia;

d. bahwa berdasarkan Diktum PERTAMA Keputusan Bersama

Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nnmor

119/2813/SJ dan Nomor 117/ KMK.07/2020 tanggal 9 April

2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan

Corona Virus Disease 2019 (COV7D- J 9) serta Pengamanan

Daya Belt Masyarakat dan Perekonomian Nasional

menyatakan bahwa Menteri Dalam Negeri dan Menteri

Keuangan meminta Kepala Daerah untuk melakukan

penyesuaian target pendapatan daerah dalam APHD;

e. bahwa berdasarkan Diktum KEENAM Keputusan Bersama

Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nnmor

1 19/2S13/SJ dan Nomor 117/ KMK.07/2020 tanggal 9 April

2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan

Corona Virus Disease 2019 (COVTD- 19) serta Pengamanan

Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional

menyatakan bahwa penyesuaian target pendapatan daerah

dan rastonalisasi belanja daerah dilakukan dengan terlebih

dahulu melakukan pemhahan Peraturan Kepala Daerah

tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan

pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk seianjutnya

dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan

APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam T ^aporan

realisasi Anggaran (LRA ) bagi Pemerintah Daerah yang tidak

melakukan pemhahan APBD Tahun Anggaran 2020,

Peraturan Gubemur sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

perlu diubah;
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f, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf dt dan huruf e, perlu

menefapkan Peraturan Gubemur tentang Peruhahan Kedua

Atas Peraturan Gubernur Sumatra Utara Nomor 47 Tahun

2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Relanja

Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;
2, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan

Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1103);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4400 } ;
6, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421};

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

Mengingat



- 4 -
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali ferakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tenfang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 137, Tambahan lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4575);
10. Perafuran Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah

diubah dengan Perafuran Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56

Tahun 2005 tentang Sistem Tnfnrmasi Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

1 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5155);
11 . Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pclaporan Keuangan dan Kineija Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4614);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang

Pelaksanaan Tugas dan Wrwenang Gubemur Sehagai Wakil

Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6224);
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun

2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah ;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus

Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249};

17. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri
119/2813/SJ

1 17/ KMK .07/2020 tanggal 9 April 2020 tentang Pereepatan

Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Corona Virus

Disease 2019 (COV1D-19) serta Pengamanan Daya Beli

Masyarakat dan Perekonomian Nasional;

18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Pern bentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi

Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Ulara

Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

Sumatera Utara Nomor 32);

19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara

Tahun Anggaran 2020 (lembaran Daerah Provinsi Sumatera

Utara Tahun 2019 Nomor 8);

dan NomorKeuangan Nomor
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20, PeraLuran Gubemur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan

Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi

Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara

Tahun 2016 Nomor 40) sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Peraturan Gubemur Nomor 46 Tahun

2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur

Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan

Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi

Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara

Tahun 2018 Nomor 47);

21. Peraturan Ouhernur Nomor 47 Tahun 2019 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 {Berita

Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 47)

sebagaimana relah diubah dengan Peraturan Gubemur

Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan

Gubemur Sumatera Utara Nomor 47 Tahun 2019 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita

Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

: PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA

UTARA NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI

SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2020,

Pasal F

Menetapkan

Ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Gubemur Nomor 47 Tahun

2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita

Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 47)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubemur Nomor 7

Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubemur

Sumatera Utara Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera

Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Sumatera

Utara Tahun 2020 Nomor 7) diubah sehingga berbunyi sehagai

berikut :
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Fasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun Anggaran 2020, adalah sebagai berikut :
1- Pendapatan

a. Semula
b. Bertambah/(berkurang)
e* Jumiah

setelah perubahan

Rp. 13.880.970.638.142,00
Rp. <857.316,468.077,00)

13.023.654.170.065,00Rp.Pendapatan

2, Belanja
a. Semula
b. Bertambah / (berkurang)
c. Jumiah Belanja setelah

perubahan
Surplus/Defisit

14.080.970.638.142,00
(922.043.165,491,75)

Rp.

Rp.
13.158.927.472.650,30Rp.

(135.273.302,585,25)Rp.

3. Pembiayaan
a, Penerimaan Pembiayaan

1) Semula
2) Bertambah/ (berkurang) Rp-
Jumlah
Pembiayaan
perubahan

300,000.000.000,00
(64.726.697.414,75)

Rp.

235.273.302,585,25Rp.Penerimaan
setelah

b. Pengduaran Pembiayaan
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang) Rp.
Jumiah

100.000,000.000,00Rp-
0,00

100 ,000.000.000,00Rp.Pengeluaran
setelahPembiayaan

perubahan
Jumiah Pembiayaan Netto
setelah perubahan
Sisa lebih pembiayaan

setdah

135.273.302,585.25Rp.

0,00Rp.
anggaran
perubahan

PasaL 11
Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal dlundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Guberrmr ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera

Utara,

Satinan Sesuai Dengan Asiinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM ,

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 14 Mei 2020

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttdAPRTL! SIREGAR
Pembina Tk.l (IV f h)

NIP. 19690421 199003 2003 EDY RAHMAYADf

Diundangfcan di Medan
pada tanggal 14 Mei 2020

SEKRETARiS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

K. SABRINA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2020 NOMOR 16


